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KEPALA DESA PLAYEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PLAYEN

NOMOR 2  TAHUN 2020
TENTANG
PUNGUTAN DESA 

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLAYEN,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dengan adanya pembebanan biaya kepada seseorang atau lembaga atas layanan Pemerintah Desa kepada masyarakat perlu adanya Pungutan Desa;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.


	Mengingat
	:
	1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Haks Asal Usuk dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71); 
9. Peraturan Desa Playen No 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Playen Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Playen Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2017  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 4);

11. Peraturan Desa Playen Nomor 2 Tahun 2018  tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2018  tentang Pungutan Desa(Lembaran Desa Playen Tahun 2018 Nomor 3);

13. Peraturan Desa Playen Nomor 8 Tahun 2018  tentang Perubahan atas Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal lokal Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Playen Tahun 2019 Nomor 4);

15. Peraturan Desa Playen Nomor 5 Tahun 2019  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Playen Tahun 2019 Nomor 5);




Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAYEN

dan

KEPALA DESA PLAYEN
MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	Peraturan Desa tentang Pungutan Desa TAHUN ANGGARAN 2020.


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati  adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ,berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjunya disebut BPD adalah Lembaga Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II

MAKSUD, JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 2
Agar Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdaya guna dan berhasil guna maka  ditetapkan jenis pungutan desa dan ketentuan berdasarkan biaya pungutan.

Pasal 3

Jenis-jenis pungutan desa dan besarnya biaya pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4
Seluruh hasil pungutan  desa langsung disetor ke Kas Desa melalui Bendahara Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku,maka Peraturan Desa Playen Nomor 3 tahun 2016 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Playen.

Ditetapkan di Playen

Pada tanggal  23 Januari 2020
KEPALA DESA,

S U R A H N A

Diundangkan di Playen

Pada tanggal 23 Januari 2020
SEKRETARIS DESA,

​
AKHID FAJAR WIBAWA
LEMBARAN DESA PLAYEN TAHUN 2020 NOMOR 2
